KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 01/KPTS-KI JTG/1/2019

TENTANG

PENUNJUKAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 13 Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan
sederhana Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di
pandang perlu dibentuk Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (Atasan PPID) dan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID);

. Bahwa informasi publik merupakan sarana dalam

mengoptimalkan pengawasan publik terhadap
penyelenggaran Negara dan Badan Publik lainnya serta
segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publiK dan
Badan Publik yang wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan informasi publik yang berada dibawah
kewenangannya secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;

. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik pada

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kepada pengguna
informasi publik, perlu menunjuk Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi;

. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan

Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaha Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010
tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menunjuk  Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (Atasan PPID) pada Komisi Informasi Provinsi
Jawa Tengah, dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari Keputusan ini;

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah , dengan
susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran,
sebagai bagaian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada diktum Kkesatu
mempunyai tugas:
Bertindak atas nama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
dalam hal terjadi sengketa informasi yang ditangani oleh
Komisi Informasi;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas mengelola
informasi dan dokumentasi pada Komisi Informasi Provinsi
Jawa Tengah untuk menjamin kualitas, akuntabilitas dan
transparansi  pelayanan informasi publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam

diktum keempat, Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi mempunyai fungsi:

a. Mengkoordinasi dan mengkosolidasikan
pengumpulanbahan informasi dan dokumentasi;

b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan
memberi pelayanan informasi kepada publik;

c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

d. Melakukan uji  konsekuensi atas informasi yang



KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

dikecualikan;

e. Atas persetujuan Atasan PPID dapat mengubah klasifikasi
informasi  yang  dikecualikan  berdasar  pengujian
konsekuensi;

f. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis
jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik
yang dapat diakses oleh Pemohon;

g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat;

Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi tersebut dibantu oleh pejabat fungsional umum,
atau pejabat fungsional tertentu;

Segala biaya guna pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada
APBD Provinsi Jawa Tengah;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 15 Januari 2019

~ KOMISI INFORMASI
ORIEOVINSI JAWA TENGAH
~ 2N\ KETUA,




Lampiran

Nomor
Tanggal

Keputusan Ketua Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah

01 /KPTS-KI1JTG/1/12019

15 Januari 2019

No

JABATAN

KEDUDUKAN DALAM PPID

=

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab

2. | Kabid Statistik Dinas Kominfo Prov. Jawa Atasan PPID / Pengarah Administrasi
Tengah selaku Sekretaris Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah

3. | Kasi Pelayanan Data dan Informasi Publik PPID
Dinas Kominfo Prov. Jawa Tengah

4. | Staf Pelayanan Data dan Informasi Publik Bidang Pelayanan Informasi
Dinas Kominfo Prov. Jateng

5. | Staf IT Sekretariat Komisi Informasi Provinsi | Bidang Pengolahan informasi
Jawa Tengah

6. | Staf Bagian Umum Sekretariat Komisi Bidang Dokumentasi dan Arsip
Informasi Provinsi Jawa Tengah

7. | Staf Bagian PSI Sekretariat Komisi Informasi | Bidang Pengaduan dan Penyelesaian

Provinsi Jawa Tengah

Sengketa informasi

_____KOMISI INFORMASI
S ORROVINSI JAWA TENGAH
N KETUA,




